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ABSTRAK 

 

Sistem pemerintahan presidensil, presiden dipilih langsung oleh rakyat, 

meningkatkan letigimasi presiden karena sesuai dengan prinsip demokrasi yang 

dianut oleh Indonesia. penelitian ini akan membahas dan menganalisis 

perbandingan kekuasaan legislatif presiden dalam sistem presidensil di Indonesia 

dan Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga akan menganalisis tantangan yang 

dihadapi dalam menerapkan sistem presidensil di kedua negara. 

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif atau disebut juga sebagai 

penelitian hukum doktrinal atau hukum kepustakaan. Sumber data melibatkan 

data sekunder seperti buku, jurnal, berita, dan dokumen terkait lainnya. Peneliti 

menerapkan pendekatan perbandingan (comparative approach), yang melibatkan 

perbandingan hukum antara satu negara dengan negara lainnya. Pendekatan ini 

digunakan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam ketentuan hukum 

tertentu di kedua negara. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI Tahun 1945), disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara 

Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai suatu Negara Republik, kekuasaan 

pemerintah di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden. Peraturan ini dijelaskan 

dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden 

Republik Indonesia memegang kendali kekuasaan pemerintahan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Dasar. Di Amerika Serikat, terdapat dua jenis 

rancangan undang-undang, yakni yang diajukan oleh House of Representatives 

dengan sebutan HR (House Resolution) dan yang diajukan oleh Senate dengan 

sebutan SR (Senate Resolution). Di Indonesia, kekuasaan legislasi melibatkan 

Presiden dalam pembentukan undang-undang, dengan persetujuan bersama antara 

Presiden dan DPR. Di Amerika Serikat, kekuasaan legislasi sepenuhnya berada di 

tangan Kongres yang terdiri dari Senat dan House of Representative tanpa campur 

tangan Presiden. 

 

 

Kata Kunci: Presidensial, Legislatif, Indonesia, Amerika Serikat 
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ABSTRACT 

  

The presidential system of government, the president is directly elected by 

the people, increasing presidential letigimation because it is in accordance with 

the democratic principles adopted by Indonesia. This research will discuss and 

analyze the comparison of presidential legislative power in the presidential system 

in Indonesia and the United States. In addition, the author will also analyze the 

challenges faced in implementing the presidential system in both countries. 

This research is a normative legal study or also known as doctrinal legal 

research or literature law. Data sources involve secondary data such as books, 

journals, news, and other related documents. Researchers apply a comparative 

approach, which involves comparing laws between one country and another. This 

approach is used to analyze differences and similarities in certain legal provisions 

in both countries. 

Article 1 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia 

Year 1945 (UUD NRI Year 1945), states that Indonesia is a Unitary State in the 

form of a Republic. As a Republic, government power in Indonesia is led by a 

President. This regulation is explained in Article 4 Paragraph (1) of the NRI 

Constitution of 1945, which states that the President of the Republic of Indonesia 

holds the control of government power in accordance with the provisions of the 

Basic Law. In the United States, there are two types of bills, namely those 

submitted by the House of Representatives with the title HR (House Resolution) 

and those submitted by the Senate with the title SR (Senate Resolution). In 

Indonesia, legislative power involves the President in the formation of laws, by 

mutual agreement between the President and the DPR. In the United States, 

legislative power is entirely vested in Congress consisting of the Senate and 

House of Representatives without interference from the President. 

 

 

Keywords: Presidential, Legislative, Indonesia, United States 
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MOTTO 

 

”Cukup BERJALAN , tak perlu BERLARI karena HIDUP sebuah 

PERJALANAN bukan PERLARIAN ” 

(Ahmad Ibrahim suha)  

 

              

”DEMI WAKTU ” 

(QS. Al-Asr Ayat ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Negara Indonesia, sebagaimana negara-negara lain di dunia, menerapkan 

prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan dilakukan 

melalui konstitusi dan Amendemen ke II Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, Indonesia telah bertranformasi menjadi negara hukum yang 

mengakui kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2-3 Undang-Undang Dasar tersebut 

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai 

Undang-Undang Dasar, serta menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dan 

hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan di Amerika Serikat. Di mana 

kedaulatan rakyat diakui sebagai fondasi utama dalam kehidupan bernegara. 

      Negara Indonesia dan Amerika Serikat juga mengimplementasikan konsep 

pembagian kekuasaan yang diajukan oleh Mostesquieu. Teori tersebut 

mengelompokkan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif, atau yang sering disebut trias politica.
1
 Kekuasaan 

legislatif mencakup wewenang Negara dalam merumuskan Undang-Undang, 

sementara kekuasaan eksekutif merujuk pada lembaga yang melaksanakan 

Undang-Undang.
2
  

                                                 
1
 Purnama, N., Ardiansyah, A., Chairunnisa, I., Publik, A., Jakarta, U. M., & Selatan, K. T. 

(2022). Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat. hlm. 89–100. 
2
 Savitri, V. P. (2019). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam mekanisme Checks and Balances pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. hlm. 8-9. 



 

 

 

Teori John Locke, serupa dengan gagasan Mostesquieu, juga mengemukakan 

bahwa kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi tiga bagian. Emmanuel Kant 

merujuk konsep tersebut dengan sebutan “Trias Politica”, yang secara harfiah 

berartitiga poros kekuasaan.
3
 Trias politica menggambarkan pembagian 

kekuasaan menjadi legislatif, yang bertanggung jawab atas pembuatan Undang-

undang, Eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang, dan Yudikatif berperan 

dalam pengadilan. Prinsip check and balances yang sejalan dengan kedaulatan 

rakyat, mengawasi dan mengimbangi kekuasaan di cabang-cabang kekuasaan 

dalam konteks negara.
4
 

Sistem pemerintahan presidensil, presiden dipilih langsung oleh rakyat, 

meningkatkan letigimasi presiden karena sesuai dengan prinsip demokrasi yang 

dianut oleh Indonesia. Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden/wakil 

presiden melibatkan persaingan antarpartai politik untuk meraih kekuasaan. 

Sistem yang diadopsi oleh Indonesia, yaitu sistem parlemen dengan multipartai 

sejak reformasi, memberikan dampak terhadap memperkuatnya legitimasi 

presiden, dan sistem multipartai berkontribusi pada keberlanjutan kekuatan DPR 

sebagai parlemen
5
.   

Faktanya kesamaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat tidak hanya 

mengenai hak rakyat, tetapi dalam penerapan sistem presidensil dalam 

                                                 
3
 Sofyan, Hadi. (2013). “Fungsi Legislasi Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi 

Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)”, Jurnal DIH. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 

18.hlm.78. 
4
 Yani. Ahmad, (2018), “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek”, 

Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5, No. 2.hlm.57. 
5
 Astuti. Willy Wahyu, (2021). “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem 

Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia 

Pasca Amandemen 1945)”, Skripsi. Program Serjana Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

2
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pemerintahan. Sistem pemerintahan diartikan dalam dua konteks. Konteks 

pertama yaitu dalam arti sempit terkait hubungan legislatif dan eksekutif yang 

menghasilkan model presidensil dan parlemen. Konteks secara luas mencakup 

semua organ negara dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan golongan regional 

dalam suatu negara, seperti negara kesatuan, serikat, dan konfederasi.
6
 

Meskipun terdapat beberapa kesamaan sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya. Hal tersebut tidak membuat Indonesia dan Amerika Serikat menjadi 

identik. Perbedaan muncul dalam implementasi sistem demokrasi, dimana 

Indonesia mengadopsi demokrasi pancasila sesuai ideologi pancasila, sedangkan 

Amerika Serikat menerapkan demokrasi yang bersifat liberal. Penerapan sistem 

pemerintahan presidensil antara Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki 

perbedaan dalam implementasinya di kedua negera
7
.   

Berdasarkan topik tersebut, penelitian ini akan membahas dan menganalisis 

perbandingan kekuasaan legislatif presiden dalam sistem presidensil di Indonesia 

dan Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga akan menganalisis tantangan yang 

dihadapi dalam menerapkan sistem presidensil di kedua negara. metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan 

menghubungkan fenomena-fenomena abstrak. Sumber data melibatkan data 

sekunder seperti buku, jurnal, berita, dan dokumen terkait lainnya. 

                                                 
6
 Sunarso. (2018). Perbandingan Sistem Pemerintahan. hlm.14. 

7
 Adinda. Rizki Aulia., Cici Fatmala., Yana Syafrie Hijri. (2023). “Perbandingan Sistem 

Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Pendidikan dan Konseling”. 

5(1):hlm.2347-2353. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

masalah  penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik sistem presidensil di Indonesia dan Amerika Serikat?   

2. Apa persamaan dan perbedaan sistem legislasi di Indonesia dan Amerika 

Serikat? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk, sebagai berikut: 

a. Mengkaji praktik sistem presidensil di Indonesia dan Amerika Serikat 

b. Mengkaji persamaan dan perbedaan sistem legislasi di Indonesia dan Amerika 

Serikat  

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai adalah berupa menfaat teoritis dan 

praktis, sebagai berikut: 

a. Kegunaan teori, memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya ilmu 

hukum tata negara terkait dengan Dinamika Kekuasaan Legislasi Presiden 

dalam Sistem Pemerintahan Presidensil antara Indonesia dengan Amerika 

Serikat. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi novelty ilmu 

pengetahuan terkait ilmu hukum khususnya tata negara. 

b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah 

dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil 
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penelitian dapat berguna untuk mengevaluasi eksistensi (kedudukan, tugas, 

wewenang) terkait lembaga legislatif antara Indonesia dan Amerika Serikat. 

 

D. Telaah Pustaka 

Artikel Mulyanti mengenai Mekanisme Pemberhentian Presiden dalam 

Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum di 

Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan) mengemukakan bahwa terdapat 

perbedaan mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia dan Amerika Serikat. 

Dalam Konstitusi AS, Pasal II ayat 24 mengatur bahwa presiden, wakil presiden, 

dan pejabat sipil dapat diberhentikan atas tuntutan, pengkhianatan, penyuapan, 

tindak pidana berat, atau perbuatan tercela lainnya. Proses pemberhentian presiden 

dan wakil presiden di AS melibatkan House of Representatives yang memiliki 

kewenangan mendakwa melalui voting mayoritas.
8
 

Artikel Purnama mengenai Perbandingan Parlemen di Indonesia dengan 

Amerika Serikat yang menyatakan bahwa, walaupun Indonesia dan AS memiliki 

kesamaan dalam beberapa aspek, termasuk parlemen, terdapat persamaan dan 

perbedaan dalam implementasinya. Sementara di Indonesia, DPR dan DPD 

bersama-sama membentuk MPR, di AS, parlemen dikenal sebagai kongres, terdiri 

dari House of Representatives dan Senate.
9
 

Artikel Maziyah tentang Komparasi Kewenangan Eksekutif dalam 

Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensil Antara 

                                                 
8
 Mulyanti, D. (2018). “Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan 

Presidensial Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan 

Sudan)”. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6(2), 195. https://doi.org/10.25157/jig.v6i2.1714 
9
 Purnama, N., Ardiansyah, A., Chairunnisa, I., Publik, A., Jakarta, U. M., & Selatan, K. T. 

(2022). Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat. 2(2), hlm.89–100. 
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Indonesia dengan Amerika  menjelaskan struktur ketatanegaraan Indonesia di 

mana fungsi legislasi dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang 

berkolaborasi dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 

Sebaliknya, di Amerika Serikat, pembentukan undang-undang ditangani oleh dua 

kamar legislatif, yaitu House of Representatives dan Senate, dengan Presiden 

hanya memiliki hak veto terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui 

oleh keduanya. Proses override veto dapat dilakukan dengan dukungan 2/3 suara 

dari kedua kamar. Di Indonesia, Presiden dapat mengusulkan peraturan 

perundang-undangan dan berpartisipasi dalam pembahasan bersama DPR, 

sedangkan di Amerika Serikat, Presiden tidak terlibat dalam pembahasan undang-

undang.
10

 

 

E. Kerangka Teori 

Terdapat beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam 

penulisan ini, sebagai berikut: 

1. Teori Trias Politica 

Inti dari konsep Trias Politica adalah memisahkan peran pembuat undang-

undang, pelaksana hukum, dan hakim ke dalam beberapa cabang kekuasaan 

negara. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap pengalaman hidup di 

bawah pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak. Sebagai contoh, dalam 

sejarah ketatanegaraan Inggris, terdapat periode di mana seorang raja 

                                                 
10

 Maziyah. Dania Shofi.,  Xavier Nugraha. (2020). Komparasi Kewenangan Eksekutif 

Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensil: Antara Indonesia 

Dengan Amerika. Jurnal Selat. 8(1). https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2781 
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memegang peran sebagai pembuat undang-undang, pelaksana hukum, dan 

hakim secara bersamaan. Dari pengalaman tersebut, diketahui bahwa rezim 

dengan kekuasaan mutlak berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Lord Acton yang menyatakan bahwa 

kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak dapat merusak secara 

mutlak. Oleh karena itu, untuk mencegah penumpukan kekuasaan dan 

penyalahgunaan, muncul gagasan untuk memisahkan kekuasaan ke dalam 

berbagai organ internal negara, sehingga tidak terpusat pada satu individu 

yang memiliki kekuasaan mutlak
11

. 

Tentang konsep memisahkan kekuasaan ke dalam beberapa organ negara, 

Miriam Budiarjo mengelompokkan kekuasaan negara baik secara horizontal 

maupun vertikal
12

. Secara horizontal, kekuasaan negara dibedakan 

berdasarkan fungsi fungsionalnya, mencakup eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif. Di sisi lain, secara vertikal, Miriam Budiarjo membagi kekuasaan 

negara berdasarkan tingkatan atau hubungan antartingkatan dalam 

pemerintahan suatu negara. Melalui perkembangan pemikiran klasik dalam 

hukum tata negara dan politik, konsep pemisahan kekuasaan negara secara 

horizontal pertama kali dikembangkan oleh John Locke dan Baron de 

Montesquieu
13

. 

                                                 
11

 Mahfud M.D, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Rineka Cipta, 

2001, hlm.72. 
12

 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2007, lmh. 138. 
13

 Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem 

Pemerintahan Presidensial, Depok: Rajawali Press, 2019, hlm. 38 
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John Locke, yang diakui sebagai perintis dalam pengembangan gagasan 

pemisahan kekuasaan, dalam tulisannya yang berjudul "Two Treatises of Civil 

Government," membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu 

legislative power, executive power, dan federative power. Menurut Locke, 

legislative power berperan sebagai kekuasaan yang membentuk undang-

undang, executive power berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, dan 

federative power bertugas melaksanakan hubungan luar negeri
14

. 

Di sisi lain, Baron de Montesquieu, yang dianggap muncul belakangan, 

dalam karyanya berjudul "The Spirit of the Laws," juga memisahkan 

kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu legislative power sebagai kekuasaan 

pembentuk undang-undang, executive power sebagai kekuasaan yang 

melaksanakan undang-undang terutama dalam bidang politik luar negeri, dan 

judicial power sebagai kekuasaan yang mengadili pelanggaran terhadap 

undang-undang. Konsep yang diusulkan oleh Baron de Montesquieu ini 

kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica pada zaman modern
15

. 

2. Teori Legislasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa fungsi 

legislasi merujuk pada fungsi pembuatan undang-undang
16

. S. A. Walkland 

menyatakan bahwa pembentukan undang-undang merupakan sebuah proses, 

sedangkan Rosiji Ranggawidjaja dalam bukunya "Menyoal Perundang-

                                                 
14

 John Locke, Two Treaties of Civil Government, London: J.M. Dent and Sons Ltd, 1960, 

hlm. 190-192. 
15

 Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem 

Pemerintahan Presidensial, Depok: Rajawali Press, 2019, hlm. 39 
16

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legislasi 

, diakses 02:11 09 februari 2024. 
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Undangan Indonesia" juga mengidentifikasi fungsi legislasi sebagai suatu 

proses
17

. Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa fungsi legislasi adalah hak 

untuk membuat peraturan yang mengikat warga negara, yang diwujudkan 

melalui proses pembentukan undang-undang
18

. Dengan demikian, sesuai 

dengan pandangan para ahli di atas, fungsi legislasi adalah kegiatan 

membentuk undang-undang yang menjadi wewenang parlemen atau lembaga 

perwakilan. 

Legislasi merupakan suatu peraturan hukum yang telah disahkan oleh 

badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, 

Undang-undang atau legislasi disebut sebagai rancangan undang-undang. 

Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, 

untuk menganjurkan, untuk menyediakan (anggaran), untuk menghukum, 

untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. 

Dalam konsep fungsi legislasi sebagai proses pembentukan undang-undang, 

Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi empat kegiatan krusial dalam proses 

tersebut. Keempat kegiatan tersebut meliputi inisiatif untuk membuat undang-

undang, diskusi terhadap rancangan undang-undang, persetujuan terhadap 

rancangan undang-undang, serta memberikan persetujuan ratifikasi terhadap 

perjanjian internasional dan dokumen hukum yang mengikat lainnya
19

. 

 

                                                 
17

 Rosiji Ranggawidjaja, Menyoal Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: PT Perca, 2006, 

hlm. 9. 
18

 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: 

PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 161 
19

 Jimly Asshiddiq, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Jakarta: Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm.32 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata 

cara bagaimana suatu penelitian hokum itu dilakukan. Tujuan hal tersebut agar 

mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka peneliti menyajikan beberapa hal yang berkaitan 

yaitu sebagai berikut:  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif atau disebut juga 

sebagai penelitian hukum doktrinal atau hukum kepustakaan. Metode 

penelitian melibatkan pendekatan perundang-undangan, yang mencakup 

analisis peraturan, serta pendekatan konseptual dengan meneliti asas-asas 

hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum terkait sistem pemerintahan 

presidensil di Amerika Serikat dan Indonesia
20

. Data yang digunakan 

bersifat sekunder, diperoleh melalui telaah bahan pustaka, termasuk 

sumber hukum primer dan sekunder. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 

memanfaatkan data sekunder berupa dokumen, seperti konstitusi, ideologi, 

undang-undang, buku, jurnal, dan berita yang relevan dengan topik 

penelitian. Pemilihan metode deskriptif kuantitatif dipilih karena 

                                                 
20

 Maziyah, D. S., & Nugraha, X. (2021). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam 

Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial: Antara Indonesia Dengan 

Amerika. Jurnal Selat, 8(1), 42–66. https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2781,h.47. 
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memungkinkan peneliti untuk menghasilkan data deskriptif berdasarkan 

informasi tertulis.   

3. Pendekatan Penelitian 

Peneliti menerapkan pendekatan perbandingan (comparative 

approach), yang melibatkan perbandingan hukum antara satu negara 

dengan negara lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis 

perbedaan dan kesamaan dalam ketentuan hukum tertentu di kedua negara. 

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perbandingan difokuskan pada 

membandingkan kewenangan presiden sebagai lembaga eksekutif dalam 

sistem pemerintahan presidensil di Indonesia dan Amerika Serikat.  

4. Data dan Bahan  

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) 

komponen berupa data primer dan sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat: UUD 

NRI 1945, The Constitution of United States of America, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-

Undangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.  
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b. Bahan sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, jurnal dan skripsi 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan 

topik penelitian. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Penulisan skripsi didasarkan atas sistematika pembahasan yang menjelasakan 

susunan kepenulisan sehingga dapat diguanakan untuk mempermudah dalam 

penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul Dinamika Kekuasaan Legislasi 

Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia 

dan Amerika Serikat) memuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan, dimana menjelaskan gambaran umum penelitian yang 

dilakukan peneliti. 

Bab kedua, berisi tentang tinjauan teoritik mengenai sistem pemerintahan 

presidensil dan kekuasaan legislasi. 

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang kekuasaan legislasi presiden dalam 

sistem presidensil Indonesia dan Amerika Serikat.  

Bab keempat, menjelaskan mengenai analisis perbandingan kekuasaan 

legislasi presiden dalam sistem presidensil Indonesia dan Amerika Serikat. 
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Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari 

peneliti terkait penelitian yang telah dilakukan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 Praktik sistem presidensil di Indonesia telah mengalami perubahan sejak 

kemerdekaan 1945 hingga keruntuhan Orde Baru yang mencerminkan upaya 

konsolidasi dan penyesuaian terhadap dinamika politik dan internasional. Di 

Amerika Serikat sistem presidensil menjadi fondasi yang kokoh serta menciptakan 

pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, 

mengimplementasikan prinsip checks and balance. Perbandingan sistem 

presidensil di Amerika Serikat menunjukkan kestabilan dan kesinambungan yang 

lebih baik, sementara di Indonesia tantangan berkaitan dengan peralihan dan 

eksperimen pemerintahan masih terus dihadapi. Namun, tantangan dalam sistem 

presidensil, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, melibatkan potensi 

deadlock antara eksekutif dan legislatif, risiko perpanjangan masa jabatan, dan 

dampak populisme. 

Persamaan dari sistem legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat yaitu 

dalam membentuk dan menyusun rancangan Undang-Undang, mengajukan 

impeachment, membahas dan memeriksa RUU yang di usulkan, membatalkan 

ketetapan rancangan peraturan dan undang-undang, mengambil keputusan dalam 

rapat, syarat untuk menjadi badan legislatif, serta persamaan dalam sistem pemilu. 

Adapun perbedaan dari sistem legislasi antara Indonesia dan Amerika Serikat 

diantaranya dalam hal kewenangan kekuasaan legislatif, kewenangan khusus, 

mengesahkan perjanjian, mengajukka perundang-undangan, memeriksa dan 
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membahas RUU, memutuskan dan menolak usulan presiden, kewenangan dalam 

memberikan usulan pemberhentian presiden, dan sistem pemilu. Perbedaan sistem 

pemilu antara Indonesia dan Amerika Serikat yaitu Indonesia didasarkan atas 

jumlah penduduk yang dilaksanakan di tiap daerah, sedangkan Amerika Serikat 

menggunakan sistem distrik.  

 

B.  Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan diuraikan, peneliti menyarankan 

beberapa hal untuk penelitian selanjutnya Yaitu:. 

1. Praktik sistem pemerintahan perlu ditambahkannya studi kasus mengenai 

presidensil baik di Indonesia dan Amerika Serikat agar mengetahui praktik 

yang dilakukan seperti apa. 

2. Perbandingan kekuasaan legislasi dalam sistem presidensil di Indonesia 

dan Amerika Serikat di dalam tulisan perlu ditambahkan mengenai 

interaksi dalam pembentukan kebijakan dan implementasi legislasi 
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“Politik Amerika Serikat”, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat/diakses tanggal 18 

desember 2023 

Pidato Obama ini secara lengkap dapat dilihat dalam “Unveiling the Official 

President Bush Potrait”, 

https://www.youtube.com/watch?v=GD3IodWyGME&t=612s , diakses 

tanggal 18 Desember 2023.  

Video penandatanganan UU tersebut dapat dilihat pada “President Obama, with 

Nancy Reagan, Sign Law for Ronald Reagan”, 

https://www.youtube.com/watch?v=oT32qazhYC4, diakses tanggal 18 

Desember 2023.
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